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TENTANG 

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG 

BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

I. UMUM     

       Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna 

menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu sumber 

penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat.  

       Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki jenis dan tarif 

atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas 

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan 

tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan 

dan Perikanan dengan Peraturan Pemerintah ini. 
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II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “tarif” dalam ketentuan ini merupakan 

batas tarif tertinggi. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Huruf a  

Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal 

dari pelayanan pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik 

pelabuhan perikanan adalah sebagai berikut:  

  Tarif = Tarif Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Huruf b 

Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal 

dari pelayanan pemakaian listrik yang bersumber dari daya milik 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) melalui instalasi milik pelabuhan 

adalah sebagai berikut:  

Tarif = Tarif PLN + (10% x Tarif PLN). 

 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “faktor X” adalah faktor penyesuaian harga 

dengan mempertimbangkan antara lain garam, air, bahan kimia 

atau pendingin, listrik, pelumas, tenaga kerja dan pemeliharaan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Pasal 5 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai Standar Biaya. 

 

Pasal 6 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai Standar Biaya. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi 

ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang 

dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana 

kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam 

dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem 

dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan 

populasi ikan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi 

ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang 

dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana 

kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam 

dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem 

dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan 

populasi ikan.  
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi 

ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang 

dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana 

kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam 

dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem 

dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan 

populasi ikan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi 

ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang 

dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana 

kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam 

dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem  

dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan 

populasi ikan. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi 

ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang 

dihitung dari luasan ekosistem di dalam lokasi rencana 

kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana tercantum dalam 

dokumen lingkungan dan/atau kajian lainnya. Ekosistem 

dimaksud meliputi mangrove, terumbu karang, lamun, dan 

populasi ikan. 

Huruf f 

Rumus perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berasal dari pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di 

sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing adalah 

sebagai berikut: 

 

Tarif = Persentase sebagaimana dalam Lampiran x 

Faktor S 

Jika diaplikasikan pada masing-masing layanan adalah 

sebagai berikut: 

pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya 

dalam rangka penanaman modal asing 

 Tarif = 5% x Faktor S 
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 Yang dimaksud dengan “faktor S” adalah nilai valuasi sistem 

lingkungan yang dihitung berdasarkan hasil analisis yang 

terganggu dan/atau terdampak akibat kegiatan pemanfaatan 

pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas.  

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-

undangan” antara lain Peraturan Menteri Keuangan yang 

mengatur mengenai Standar Biaya. 

 

Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “faktor E” adalah biaya kompensasi 

ekosistem berdasarkan hasil analisis valuasi ekosistem yang 
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dihitung dari luasan ekosistem sebaran yang terdampak dari 

pelanggaran atas kegiatan yang mengakibatkan pencemaran 

dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya. 

Ekosistem terdampak dimaksud meliputi luasan perairan, 

mangrove, terumbu karang, lamun, populasi ikan dan 

sumber daya hayati yang terdampak. 

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

Ayat (4) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Ayat (1) 

 Yang dimaksud dengan “pertimbangan tertentu” antara lain: 

a. penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, 

kegiatan kenegaraan atau pemerintahan; 

b. keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar; 

c. masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan usaha 

mikro, kecil, dan menengah; dan/atau 
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d. kebijakan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi.  

Ayat (2) 

 Cukup jelas. 

Ayat (3) 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
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